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Termohon hanya satu kali minta cerai;
Bahwa posita 4 tidak benar, yang benar Termohon tidak mengantar pulang, tetapi

Pemohon pulang sendiri sampai sekarang tidak kembali;
Bahwa namun demikian Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon; ---

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon menyampaikan

tanggapan (replik) secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil

permohonan Pemohon semula;

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut di atas, Termohon

menyampaikan tanggapan (duplik) secara lisan yang pada pokoknya tetap

mempertahankan jawaban semula;
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya dalam
persidangan Pemohon mengajukan alat bukti berupa :

1. SURAT - SURAT:

Foto Copy sah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon yang dikeluarkan
oleh Camat Kota, Kota Kediri, Nomor: 3571020508690007, tanggal 12 Agustus
2008, (Bukti P.1).

Foto copy sah Kutipan Akte Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama
Kecamatan Kota, Kota Kediri, Nomor: 113/07/11/2005, tanggal 02 Pebruari 2005,
sesuai dengan Duplikat Buku Nikah Nomor: 47/DN/X/2008 tanggal 07 Oktober
2008, (Bukti P.2);

Foto copy sah Surat Ijin Cerai Pemohon dari Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri

Nomor : 474.2/213/418.64/2009, tanggal 07 Oktober 2009, (Bukti P.3);------

2. SAKSI-SAKSI :

1). SAKSI 1, Umur 57 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di
Kabupaten Nganjuk, di bawah sumpah saksi menerangkan yang
sebenarnya pada pokoknya sebagai berikut :-------------------

Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi Saudara Sepupu

Pemohon;
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Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang telah

menikah pada tahun 2005, dan belum dikaruniai anak;

Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di

rumah orang tua Termohon di Kota Kediri;
Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis,

tetapi sekarang mereka tidak rukun dan sering bertengkar;--------------------
Bahwa saksi tidak pernah mengetahui sendiri pertengkaran antara keduanya, tetapi

diberi tahu Pemohon;

Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara

Pemohon dan Termohon;
Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah

selama kurang lebih 1 tahun;

Bahwa saksi tahu keluarga pernah menasihati keduanya, namun tidak berhasil;
Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon,

menyerahkan kepada mereka berdua, apakah mau rukun atu akan bercerai;-

2). SAKSI 2, Umur 49 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di
Kabupaten Nganjuk, bersumpah menurut tata cara agama Islam,
menerangkan yang sebenarnya pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi Kakak Kandung

Pemohon;

Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah

pada tahun 2005, dan belum dikaruniai anak anak;

Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di

rumah orang tua Termohon di Kota Kediri;
Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis,
tetapi sekarang mereka tidak rukun dan tidak harmonis, sering bertengkar;-

Bahwa saksi pernah mengetahui sendiri pertengkaran antara keduanya;-------
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Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara

Pemohon dan Termohon, saksi tahu karena diberitahu Pemohon bahwa penyebab
pertengkarannya adalah karena Termohon tidak bisa mengatur ekonomi, dan
tindak kekerasan, Pemohon disekap di dlam kamar oleh Termohon;---------

Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah

selama kurang lebih 1 tahun;

Bahwa keluarga dan saksi sendiri pernah menasihati keduanya agar rukun kembali,

namun tidak berhasil;
Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak sanggup menghadirkan alat bukti dan saksi

lain selain yang telah ada;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti dan untuk selanjutnya

menyerahkan kepada Majelis Hakim;
Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Pemohon tetap ingin bercerai dengan

Termohon dan Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dan selanjutnya

masing-masing mohon putusan;
Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini,

menunjuk hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian

tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah

sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan para saksi perkara ini
termasuk kewenangan Pengadilan Agama Kediri untuk memeriksa dan mengadili, dan
telah diajukan sesuai dengan syarat-syarat pengajuan perkara, maka formil dapat diterima

dan diperiksa dalam persidangan;
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Menimbang, bahwa berdasarkan ketengan Pemohon dan Termohon serta para

saksi dikuatkan dengan bukti (P.2), terlebih dahulu harus dinyatakan tebukti bahwa
antara Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah;----------
Menimbang, bahwa yang menjadi dasar permohonan ini adalah pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum
Islam yang menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan- alasan antara
Suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan
akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga a quo perkara ini karena Termohon kurang
bisa mengatur ekonomi rumah tangga dan bersifat boros, Termohon pernah mengancam
ingin membunuh Pemohon dan menyekap Pemohon didalam kamar, dan Termohon

sering minta diceraikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1
tahun 1974 Jo. Pasal 82 ayat 2 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan
atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, Majelis Hakim telah berusaha menasehati
Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi

tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini harus dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam rangka mencari penyelesaian
perselisihan para pihak telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk
menempuh proses mediasi, sesuai pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 yang selengkapnya berbunyi "Pada hari sidang yang
telah ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk
menempuh mediasi") dan kedua belah pihak tersebut telah sepakat mengangkat mediator,
yakni Hj. NURUL HIKMAH, S.Ag., Hakim Pengadilan Agama Kediri, namun
berdasarkan laporan tertulis Mediator tanggal 15 Desember 2009, dinyatakan bahwa
proses mediasi tidak berhasil, Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon,
sedangkan Termohon tidak keberatan untuk dicerai oleh Pemohon, Pemohon bersedia
membayar mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- dan nafkah iddah sebesar Rp. 2.000.000,-
kepada Termohon dan Termohon menerimanya, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini

tetap harus dilanjutkan;
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Menimbang bahwa sesuai dengan pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1

tahun 1974 yang menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan
bahwa antara suami isteri tidak dapat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri;
Menimbang, bahwa meskipun Termohon dalam jawabannya menyatakan tidak
keberatan diceraikan oleh Pemohon, namun Majelis Hakim tetap perlu membebankan
pembuktian (wajib bukti) kepada Pemohon, dengan pertimbangan:-------------------
.Undang-Undang Perkawinan menganut asas mempersulit terjadinya perceraian;--
Menghindari adanya rekayasa untuk mengakhiri hubungan perkawinan;------------
Dalam pemeriksaan perkara perceraian a quo perkara ini tidaklah mencari mana yang
benar dan mana yang salah, mana yang menang dan mana yang kalah, akan tetapi
untuk mengetahui sejauh mana rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah

pecah (break down marriage);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya dalam

persidangan Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P1, P2 dan P.3. Setelah diteliti

bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah

mengajukan dua orang saksi;
Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat
formil dan materiil saksi, keterangannya saling bersesuaian, saling melengkapi dan saling

menyempurnakan satu sama lainnya, maka keterangannya dapat diterima sebagai alat

bukti yang menguatkan dalil-dalil Pemohon;
Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon dikuatkan
dengan keterangan para saksi, ditemukan adanya fakta sebagai berikut;-------------
Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran
terus menerus yang mengakibatkan pisah tempat tinggal kurang lebih selama 1 tahun

hingga sekarang;

Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dengan
Termohon adalah karena Termohon kurang bisa mengatur ekonomi rumah tangga dan

bersifat boros, Termohon pernah mengancam ingin membunuh Pemohon dan
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menyekap Pemohon didalam kamar, dan Termohon sering minta diceraikan oleh

Pemohon;
Bahwa pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon telah diupayakan damai, namun

tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon kurang
lebih selama 1 tahun hingga sekarang, tidak saling memperhatikan dan memperdulikan
lagi merupakan fakta adanya perselisihan, karena tidak mungkin suami isteri tidak
saling berkomunikasi dan tidak saling meperdulikan tanpa ada perselisihan;--------

Menimbang, bahwa pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan
Termohon terjadi terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam
satu rumah tangga. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor:
379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang menyatakan bahwa dengan keluarnya salah
satu pihak dari rumah yang menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali
seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dn pertengkaran antara keduanya;-

Menimbang, bahwa alasan perceraian atas dasar perselisihan dan pertengkaran
dapat diartikan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya
perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak
ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana Yurisprudensi

Mahkamah Agung Nomor: 1354 K/Pdt/2000;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa
rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (break down merriage) tidak
harmonis dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali, perkawinan antara Pemohon
dengan Termohon sulit dipertahankan dan tujuan perkawinan menjadi tidak mungkin

terwujud, hal ini telah tidak sesuai dengan firman Allah dalam suat Ar — Rum ayat 21

sebagai berikut ;

yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006
dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
-20009;
Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah
berusaha menasehati Penggugat selaku pihak yang hadir untuk
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bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat namun tidak
berhasil;
Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa fotokopi Kartu
Tanda Penduduk atas nama Penggugat, terbukti Penggugat
bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar
dan berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo yang
diajukan Penggugat merupakan kewenangan relatif Pengadilan
Agama Denpasar untuk mengadilinya;
Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) berupa fotokopi Buku
Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, terbukti
Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, maka
berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo yang diajukan Penggugat
merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama Denpasar untuk
mengadilinya;
Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya
mengemukakan bahwa yang menjadi alasan Penggugat untuk
menceraikan Tergugat adalah karena sejak rumah tangga
Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan
dan pertengkaran disebabkan
a. 3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun

dan harmonis, namun sejak awal 2000 sampai sekarang, antara
Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang disebabkan:

b. Tergugat sering mabuk dan marah-marah kepada Penggugat;

c. Tergugat pernah melakukan KDRT dengan Penggugat;

d. Tergugat dengan Penggugat sudah pisah ranjang selama 5 bulan

dan pisah rumah sejak bulan Agustus 2014;
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e. Tergugat sudah 3 (tiga) kali menjatuhkan talak kepada Penggugat;

f. 4. Bahwa atas sikap dan/ atau perbuatan Tergugat tersebut,
Penggugat sangat menderita lahir batin, sehingga Penggugat
sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah
tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan telah
menghadirkan dua orang saksi keluarga yang masing-masing
bernama A.YASID bin SURAWAN dan SRI ISWARAWATI bin
SUCIPTO, yang telah memberikan keterangan secara terpisah dan
dibawah sumpahnya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat
tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan yang disebabkan
Tergugat ..........ccooeenen. ;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diterangkan oleh saksi
keluarga Penggugat tersebut diatas, maka dipersidangan Majelis
Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

* Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan
harmonis lagi sering terjadi percekcokan dan perselisihan ;

* Bahwa penyebab percekcokan dan perselisihan tersebut adalah
karena Tergugat telah menikah lagi dan suka ikut campurnya
orangtua Tergugat dalam rumah tangga Penggugat dan
Tergugat ;

* Bahwa puncak dari perselisihan dan percekcokan tersebut antara
Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 5 (lima)

tahun yang lalu ;
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* Bahwa sudah barang tentu tidak ada upaya konkrit baik dari

Penggugat apalagi Tergugat untuk mempertahankan keutuhan

rumah tangganya ;

» Bahwa saksi keluarga Penggugat sudah berusaha menasehati
Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak
berhasil dan kemudian menyatakan sudah tidak sanggup lagi
merukunkan keduanya dan menurut kedua orang saksi rumah
tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk
dirukunkan ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan diatas Majelis
Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan
Tergugat telah sampai pada puncak perselisihan dan percekcokan
sehingga rumah tangganya dapat dikatakan sudah pecah yang dapat
diketahui dari keadaan para pihak yang sudah berpisah rumah
sejak ..... tahun yang lalu, dimana seharusnya sebuah rumah tangga
antara suami dan isteri harus tinggal dalam satu rumah, tidak
berpisah-pisah sebagaimana rumah tangga antara Penggugat dan
Tergugat, hal mana merupakan suatu indikasi bahwa antara
Penggugat dan Tergugat sudah lama terjadi konflik, terlebih lagi bila
dilihat dari sikap Tergugat selaku suami yang tidak hadir
kepersidangan untuk membela hak-haknya atau setidak-tidaknya
untuk membujuk Penggugat agar bersatu kembali dalam rumah
tangganya sebagaimana semula, sehingga Majelis Hakim menilai

tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah tidak
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tercapai sebagaimana yang dihadrapkan dalam pasal 1 Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam
dan Firman Allah SWT dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 yang artinya :
“Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya, ialah Dia menciptakan
untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung
dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikanNya diantara kamu
rasa kasih dan sayang, sesungguhnya yang demikian itu adalah
tanda-tanda bagi orang yang berfikir”;

maka agar Penggugat dan Tergugat tidak lagi melanggar norma
agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah
satu alternatif terbaik untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga
antara Penggugat dan Tergugat agar keduanya terlepas dari
penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa
alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan
cukup beralasan dan memenuhi maksud dalam pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f)
Kompilasi Hukum Islam yang merupakan salah satu alasan
perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap Penggugat selaku pihak yang hadir
telah diupayakan penasehatan oleh Majelis Hakim agar Penggugat
rukun kembali dengan Tergugat dalam rumah tangga, namun tidak

berhasil maka berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-
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. Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan pasal 119 ayat (2) huruf
¢ Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat pada petitium
poin 2 cukup beralasan untuk dikabulkan, hal mana selaras dengan
pendapat yang tercantum dalam dalam kitab Ghoyatul Marom yang
artinya :

“Jika kebencian si istri terhadap suaminya telah memuncak,
maka disitulah Hakim menjatuhkan talaknya suami tersebut
dengan talak satu’;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah
diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,
Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama
Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk mengirimkan satu helai salinan
Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai
kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat
perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada
Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Penggugat dan
Tergugat untuk dicatatkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar

yang disediakan untuk itu;
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Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul
karena perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang mana
jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku,
dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi
dan patut tidak hadir di persidangan;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat (Sopian Helbi Bin
Salim Islam) terhadap Penggugat (Antis Fikhoderin Binti Surawan);

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar
atau Pejabat yang ditunjuk mengirimkan satu helai salinan Putusan
Pengadilan Agama Denpasar yang telah mempunyai kekuatan
hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya
meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan
dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat
kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatatkan perceraian

tersebut dalam sebuat daftar yang disediakan untuk itu;---------------
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5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara

sebesar Rp. 326000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);
Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan
Majelis Hakim Pengadilan Agama di Denpasar, pada hari Rabu
tanggal 19 Nopember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 26
Muharram 1436 Hijriyah oleh kami Dr. H. SRIYATIN, SH., M.Ag
sebagai Hakim Ketua, serta Drs. DARSANI dan Drs. ALIMUDDIN M.
sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dalam
sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh
para Hakim Anggota serta dibantu oleh ADE ERNABHAKTI, SH
sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa

kehadiran Tergugat;

KETUA MAJELIS,

Dr. H. SRIYATIN, SH., M.Ag
HAKIM ANGGOTA, HAKIM ANGGOTA,

Drs. DARSANI Drs. ALIMUDDIN M.

PANITERA PENGGANTI,

ADE ERNABHAKTI, SH
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Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan 2.  Rp.  30.000,- Rp.  60.000,-
Biaya Proses (ATK) 3.  Rp. 75.000,-Rp.  5.000,- BRp.
Biaya Panggilan 4. Biaya 6.000.-

Redaksi 5. Biaya Meterai

Jumlah Rp. 225.000,-
tiga ratus dua puluh enam ribu
SALINAN PUTUSAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA

PENGADILAN AGAMA DENPASAR
PANITERA,

H. SAHPUR, SH., MH.
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